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GlJBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang : a bahwa dengan telah diundangkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

DENGANRAHMATT.UHANYANGMAHAESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2004 

TENT ANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTADEWANPERWAKJLANRAKYATDAERAH 

PROVINS! JAWA TENGAH 

TENTANG 

LEMBARAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TENG AH 

NOMOR : 3 SERI E NOMOR I TAHUN :2007 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 3 TAHUN2007 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara , 
Republik Indonesia Nomor4286); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan · 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan 
Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 431 O); · 

5. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentangPerubahan Atas Undang-Undang 

dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 
Tahun 2004 tentaog Kedudukan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 
Tahun2005, perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
se bagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 
tentangKedudukan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah; 

I. Undang-Undang Nomor IO Tahun 1950 
tentang PembentukanProvinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun J-974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
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Republik Indonesia Nomor 4 712); 
1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor I 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 
tentang Pcngesahan, Pengundangan Dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang­ 
uolangao; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah 
Nomor 16, Tahun 2004 ten tang Kedudukan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 83 Seri E Nomor 
10) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun2005 tentang PerubahanAtas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemcrintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran . 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4028); 

9. PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
teralchirdeogan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga. 
Atas Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 
2004 tcntang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
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Pasa12 
PenghasilanPimpinandanAnggotaDPRD terdiri dari: 
a. uang representasi; 

Pasal I 

· : Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
· · Nomor 16 Tahun2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi J awa Tcngah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 83 
Seri E Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pera!uran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun2005 tentang PerubahanAtas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH 

.PROVINSIJAWATENGAH . 

clan 
GUBERNURJAWATENGAH 

l\1EMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 16 
TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN 
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH. 

tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Norn or 6), diubah 
sebagai beri.kut: 
1. Ketentuan Pasal I angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

beri.kut: 

13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan 
berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian 
dinas kepada Pimpinan danAnggota DPRD, penyediaan 
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, 
kendaraan.dinas Jabatan Pimpinan DPRD, sertarumah dinas 
bagi anggota DPRD dan perlcngkapannya. 

2. Antara angka 15 danangka 16Pasal 1 disisipkan2 (dua)angka, 
yaitu angka 15a dan angka 15b, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
J Sa. Tunjangan'Komunikasi lntensif'adalah uang yang diberikan 

kepada Pimpinan danAnggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan 
Anggota DPRD. . . 

!Sb. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana 
yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan dan kebutuhan lain· guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari­ 
hari. 

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Nomor 
6); 
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Pasal 68 
Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6A, dibayarkan terhitung mulai tanggal I Januari 2007. 

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal6A 
(I) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 2A, diberikan kepada Pimpinan danAnggota 
DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
daerah . 

(2) Kemampuan keuangandaerah sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (I) ditetapkan pada kelompok tinggi .. 

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimanadimaksud pada 
ayat (I) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang 
representasi KetuaDPRD. 

(4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif'sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal3A 
(I) Pimpinan danAnggotaDPRD diberikan Tunjangan Keluarga 

clan TunjanganBeras. 
(2) Tunjangan Keluargadan Tunjangan Beras sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I), besarnya sama dengan ketentuan 
yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. 

Diantara Pasal 6 clan Pasal 7 disisipkan 2 ( dua) Pasal yaitu Pasal 
6A danPasal 68, berbunyi sebagai berikut: 

Diantara Pasal 3 clan Pasal 4 disisipkan I (satu) Pasal baru yaitu 
Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 3 
(I) Pimpinan danAnggota DPRD diberikan Uang representasi. 
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok 

Gubernur yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% 
. (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua 

DPRD. 

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh 
puluh lirna persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD. 

(5) Dihapus. 

Pasal2A 

Se lain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i, kepada 
impinan clan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa 
Tunjangan Komunikasi Intensif. 

. 5. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 
3 berbunyi sebagai berikut: 

b. tunjangan keluarga; 6. 
c. tunjangan beras; 
d. uang paket; 
e. tunjangan jabatan; 
( tunjangan panitia musyawarah; 
g. tunjangan komisi; 
h. tunjangan panitia anggarao; 
i. tunjangan badan kehormatan; 
j. tunjangan a1at kelengkapan lainnya 

7. 
4. Diantara Pasal 2dan Pasal 3 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 

2A, berbunyi sebagai beri.kut: 
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Pasal 16E 
(I) Sekretaris DPRD menyusun Anggaran Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal J 6A berdasar:kan kriteria kemampuan keuangan daerah. 

Pasal16A 
(1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja 
penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 16D 
Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 6A berdasarkan 
pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan 
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 

Pasall6C 
BelanjapenunjaogoperasionalPimpinanDPRDsebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l 6A disediakan terhituog mulai tanggal 
I April 2007. 

Passi 14 
(1) Dalarn hal Pimpinanatau Anggota Dl'Rljmeninggal dunia 

· tidak dalam menj alankan tugas, kepada ahli waris diberikan 
·. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi. 

(2) Dalam hal Pimpinan atauAnggota DPRD meninggal dunia 
dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang 
duka sebesar 6 (enamjkali uang representasi. 

(3) . Selain uang duka sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan 
· ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan 

· jeoasah. 

10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) Pasal baru 
yakni Pasal 16A, Pasal l 6B, Pasal l 6C, Pasal 160 dan Pasal 
l6E, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 168 

(1) BelanjaPemmjangOperasionalPimpinanDPRDsebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16A disediakan paling banyak 6 (enam) 
kali uang representasi Ketua DPRD di tam bah 4 ( empat) kaii 
jumlah uangrepresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD. 

(2) Besaran Belanja Pemmjacg Operasional Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Gubemur. 

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan pada kelompok tinggi. 

Pasal 7 
(I) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD 

atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibebankan padaAPBD. 

(2) Pajak pengbasilan Pasal 2 I Pimpinan dan Anggota DPRD 
atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

·. perpajakan. 

9. Ketentuan Pas al 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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· Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 22 Mei 2007 
SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

MARDJlJONO 
LEMBARAN DAERAH PROVINS( JAWA TENGAH 
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERIE NOMOR 1 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 22 Mei 2007 

GUBERNUR JAWA.TENGAH, 

ttd 
MARDIYANTO 

Pasall7 
(I) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan danAnggota 

DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, 
tunjangan PPh Pasal 2 I dan tunjangan kesejahteraan serta 
belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
· dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 12, Pasal 14 dan 

Pasal 15 dianggarkan dalam Pos DPRD. 
· (3) Tunjangan kesejahtcraan Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 
dan Pasal 13, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pas al 16 ayat (I), 
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan 
ke dalam jcnis belanja sebagai berikut : 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

c. belanja modal. 
(4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Bclanja Pcnunjang Operasional Pimpinan DPRD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untulc : 
a. reprcsentasi; 
b. pelayanan; 
c. kebutuban lain. 

(3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos 
Sekrctariat DPRD. 

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 
berikut: 
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I. UMUM 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler DanKeuangan Pimpinan DanAnggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tel ah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2005 
tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan KeuanganPimpinan DartAnggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkanPeraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Keuangan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Tengahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DaerahProvinsiJawaTengahNomor8Tahun2005tentangPerubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2006 sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 · Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH 
NOMOR 3 TABUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENG AH NOMOR 16 TAHUN 2004 

TENT ANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 

PROVINS! JAWA TENG AH 
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Angka8 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal6B 
Cukup jelas. 

Angka7 
Pasa16A 

Ayat(J) 
Yang dima.ksud dengan "kemampuan 
keuangan daerah" dihitung dengan 
mengguna.kan formula kemampuan 
keuangan daerah sama dengan 
pendapatan umum daerah dikurangi 
belanja pegawai negeri sipil daerah. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "Kelompok 
Tinggi" adalah berdasarkan 
pengelom pokan kemampuan keuangan 
daerah di atas Rp. J .500.000.000.000,­ 
( satu triliun lima ratus miliar rupiah). 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

Ayat(4) 
Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Angka I 
Cukupjelas 

Angka2 
Cukupjelas 

Angka3 
Pasal 2 

Cukupjelas 
Angka-t 

Pasal 2A 
Cukupjelas 

Angka5 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Angka6 
Pasal 3A 

Cukup jelas. 

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Dae rah juncties Peraturan Mcntcri Dal am Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor :Z I Tahun 2007 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung­ 
jawaban Penggunaan BelanjaPenunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwa.kilan Rakyat Daerah Serta Tata CaraPengembalian Tunjangan 
Komunikasi lntensifDan Dana Operasional, ma.ka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Keuangan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah 
Provinsi J awa Tengah. 
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Angka II 
Pasal 17 

Ayat(I) 

Angka 10 

Pasal 16A 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan " disediakan" 
adalah penyediaan anggaran dalam Pos 

. Sekretariat DPRD yang hanya dapat 
digunakan apabila diperlukan. untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPRD sehari-hari dan tidak untuk 
keperluan pribadi. 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Hurufa 
Yang dimaksud d e n g an 
"representasi" antara lain 
menyampaikan berbagai informasi 
dan permasalahan yang ada di 
masyarakat, melaksanakan dan 
memasyarakatkan keputusanDPRD 
kepadaseluruh anggota DPRD. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "pelayanan" 
antara lain · untuk pelayanan 
keamanan dan transportasi. 

Hurufc 
Yangdimaksud dengan ''kebutuhan 
lain" antara lain untuk mengikuti 
upacara kenegaraan, upacara hari 
jadi daerah, pelantikan pejabat 
daerah, melakukan koordinasi dan 
konsulta:si kepada Gubemur, 
musyawarah pimpinan daerah, dan 
tokoh-tokoh masyarakat, menjadi 
juru bicara DPRD dan pemberian 
bantuaa kepada masyarakat/ 
kelompok masyarakat yang sifalnya 
insidealal. 

Pasal.16B 

Cukup jelas. 
Pasal !6C 

Cukup jelas .. 
Pasal 160 

Cukup jelas. 
Pasal 16E 

Ayat(l) 
Cukup jelas. 

Angka9 
Pasal 14 

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan 
jenasahdibebankandalamAPBDdandiberikan 
kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau 
Anggota DPRD meninggal dunia. 


